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Kata PengaFltdr...

Yth. Para Kotega Asosiasi Pmgajar Hukum lGperdataan dan Pembaca yang budiman,

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Matra Esa, karena atas karunia-Nya
Frosiding Seminar Konferensi Nasional Hukum Keperdataan tr dapat diterbitkan. Seminar
dengan tema "Karakteristik Hukum Perikatan Ind-onesia" telah dilaksanakan pada tanggai
7G17 Aprrl2Ol5 di Denpasar-Bali dengan bekeriasarna antara Asosiasi Pengajar Hukum Keper-
dataan (APHK) dan Fakultas Hulcrm Universitas Udayana. Berbagai artikel mengeriai perikatan
di Indonesia disaiikan dalam konfeteirsi tersebut dan dimuat dalam prosiding ini

Sebagaimana diketahui bahwa htrkum perdata di lndonesia berkarakter pluaralistik, dimana
terdapat tiga hukum sekaligus yang hidup di te-ngah-tengah masyarakat Indonesia dan diakui
keberadaannya oleh Negara, yaitu hukum adag hukum Islam, dan hukum barat (berzumber dari
KUH Perdata). Demikian pula halnya hukum perikatan sebagai salah satu bagian dalam hukum
perdata di mana ketiga hukum tersebut hidup dan berlah-r di masyarakat Konferensi ini berupaya
menghimpun pemikiran dan parndangan akademik mengenai fenomena pluralistikhukum per-
ikatan yang ada di krdqresia yang dapat bedalu dengan harmonis serta diakui oleh Negara. Pemi-
kiran dan- pandangan akademik tersebut diharapkan menjadi salah satu bahan dalam upaya
menghasilkan huktm perdata dalam hal ini hukum perikatan yang bercorak Indonesia.

Akhimya, kami yakin bahwa kurnpulan'artikel dari para anggota APHK dalam prosiding
ini akan memberikan kontribusi yang signifikan bagr perkembangan ilmu hukum khususnya
hukum perdata serta memajukan 4an er-rergr ke arah pembaharuan hukum perdata
nasional. IGmi mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penye-
lenggaraan konferensi hingga penerbitan prosiding ini. Selamat membaca dan semogaartikel-
artikel yang tersaji datam prosiding ini menggairahkan budaya akadennik di kalangan anggota
APHK dan menginspirasi pembahanran hukum perdata nasional.

Denpasaq, April 2015

Ketua APHK

Prof. Dr. Y. Sogar Simamora, S.H., M.Hum.
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TANGGUNG IAWAB PERUSAHAAN ASURANSI DARI ASPEK
HUKUM PERIKATAN TERHADAP KORBAN IATUHNYA

PESAWAT AIR ASIA QZ 8sC1

Zahry Vindawati Chumaida*

Abstrak

Tragedi iattrhnl'a pesawat Ai: Asia Q28501 d! pengufung tahun 2014 bukan hanya me-
nyisakan duka mendalam bagi keluarga para korban, tetapi juga menyimpan aneka
problematika, tidak terkecuali persoalan hulum. Salah satu masalah huktun yang cukup
penting di balik peristiwa ini adalah tanggung jawab perdata Air Asia kepada ahli waris
korban. Berbagai pemberitaan muncul infior-masi yang terkesan mengaburkan hak korban
untuk memperoleh kompensasi. Perikatan yang dibuat oleh korban sebelum terjadinya
peistiwa tersebut, beraneka macam misalnya pembelian asuransi bersamaan dengan
pembelian tiket online pesawat. Aspek perikatan yang terjadi antara Air Asia (pelaku
usaha jasa penerbangan) dengan penumpang (konsumen penerbangan) menjadi sezuatu
yang sangat penf,ng. Dasar kontrak periarrjian pembelian tiket pesawat merupakan per-
janjian pokok sedangkari perianjian pembelian asuransi sebagai oerjanjian tambahannya.
Per.katan yang dibuat antara penumpang dengan perusahaan penerbangan akan me-

tanggrrng jawab hukum yang al.ihimya menyeret pihak per,sahaan asuransi
:bertanggung jawab sesuai dengan perikatan yang telah dibuat.

jawab, perusghaan asuransi, perikatan

masalah

yang yang terjadi di penghujung akhir tahun 2014 menimpa
yang terjadi pada pesawat Airbus A320-216, dengan nomor
, rute Surabaya€ingapura membawa 155 penumpang dan

7 awak ,yang sangat mendalam bagi keluarga yang ditinggalkan.
menghabiskan litw al,Jrir tahun di negeri Singa

tersebut pesawatAirAsia tak pernah tiba di ttrjuan, melainkan
Tengah. Pencarian korban dan badan pesawat masih
Nasional (BASARNAS) beserta pihak-pihak lain.
musibah penerbangan komersial 10 tahun terakhir

yang

* Dogen

851 orang (lihat Tabel 1).

seri

jatuh di

:t !' , .
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Tabel 1. Kecelakaan Penerbangan Komersil

Maskapai Waktu Korban

Merpati Nusantara Januari 1995

Garuda lndonesia September L997 234 orangtewas

Silk Air Desember 1997 104 orang tewas

Mandala Airlines September 2005 100 penumpang & 45 penduduktewas

Adam Air Januari 2007 102 tewas, tidak ditemukan

Sukhoi Super Jet Mei 2012 45 tewas

Lion Air April2013

28 Desember20L4

45 terluka

Air Asia 155 penump?ng, 7 awak

Diolah dari berbagai sumber

Penanganan dan upaya pencarian korban kecelakaan ini mendapat otrjian dunia, karena
mer.eka melihat bahwa semua pihak bekerja secara optimal dalam rangka melakukan proses
pencarian dan beberapa negarapun turut membanfu dalam proses pencarian. Relawan dan
masyarakat nelayan iuga secara sukarela membanfu pencarian dan mengevakuasi para korban.
Pencarian korban jatuhnya pesawat Air asia dengan nomor penerbangan QZ 8501tipe Airbus
.&300-200 jurusan Surabaya Singapura, bcrhasil ditemukan 115 jc-qn2qh, dan 111 diantaranya
sudah berhasil diidentifikasi, yang terdiri dari 99 tubuh dan 12 potongan tiibuh.l

Air A.sia selaku pengangkut turut bertanggung jawab atas pencarian korban, dan juga ber-
tanggung iawab terhidap pentrnDang yang menjadi korban, baik yang telah diterr.ukan maupun
yang tidak ditemukan atau hilang. Selaku pengangkut, A:: Asia bertanggung jawab secara penuh,
baik dalam hal penyelesaian klaim asuransi yang dituntut oleh pihak korban, maupun ganti rugi
terhadap barang-barang milik korban. Unhrk itulah Air Asia harus mengumpulkan datadata dari
ahli waris untuk mengidentifikasi korban-korban yang bertujuan untuk hak-hak ahli waris atas
asuransi yang diberikan oleh pihak Air Asia selaku pengangkut kepada keluarga korban.

Secara teoritis, tidak ada nilai uang ya-ng bisa menggantiknn nyawa. Namun demikian,
dalam suatu kecelakaan, nilai kemanusiaan untuk mengurangi derita keluarga korban dapat
dirumuskan dalam santunan ataupun asuransi. Dalam musibah kecelakaan pesawat, biasanya
ada kompensasi yang harus diberikan sebagai pengganti kerugian atas tiga hal, yaitu; badan
dan mesin pesawat, jiwa penumpan& pihak ketiga parang ataupun jiwa).

Seperti halnya kasus-kasus kecelakaan hansportasi lain yang menimbulkan korban jiw4
tragedi jatuhnya pesawat Air Asia QZ850l di penghujung tahun 2014 bukan hanya menyisakan
duka mendalam bagi keluarga para korban.. namun juga menimbulkan jatuhnya"korban" lain
terkait dengan administrasi dan perizinan serta tanggungjawab pihak-pihak yang berwenang.
Tierkait dengan perizinan, menjadi pertanyaan siapa yang memberi ijin terbang pada hari Minggu,
mengingat jadwal yang diberikan oleh Kementerian Perhubungan RI yakni Senin, Selasa,
Kamis dan Sabtu. Banyak pihak yang menyebutbahwa melakukan penerbangan di luar jadwal
yang seharusnya adalah tindakan ilegal yang memiliki dampak hukum.

Banyak problematika dan persoalan hukum dalam kasus jatuh pesawat Air Asia QZ 8501.
Salah satu dampak hukum yang ditimbulkan adalah bahwa p€mberian ganti rugr dari pihak
asuransi terhadap pesawat dan pemberian santunan kepada ahliwa waris korban penumpang
Air Asia bisa saja tidak dapat di realisasikan. Asuransi tentu tidak dapat memberikan jaminan
perlindungan terhadap produk/jasa dan perlindungan lainnya apabila dilakukan secara ilegal.

Salah satu masalah hukum yang cukup krusial di balik peristiwa ini adalah tanggung jawab
perdata Air Asia kepada para korban. Persoalan hukum lain yang timbul adalah perikatan hukum

476

thttp://nasional.tempo.colrcadlnewsl2Dlsl04l07lOSE65597313-iasad-korban-air-asia-teridentifikasi-total-111-jenazall di
akses tanggal 9 Juni 2015

,

Pesawat berserta 1..1 penumpang dan
awak tidak pernah ditemukan

I



para korban dengan asuransi, karena sampai saat ini belum diketahui secara pasti apakah 1,62

penumpang pesawat Air Asia QZSSOL tersebut terdaftar trtau tidak sebagai pemegang polis
produk asuransi perjalanan Air Asia Travel Protection. Tanggung jawab perusahaan asuransi
terhadap kasus ini sangat besar, dikarenakan banyaknya korban yang iuga tidak ditemukan
sampai saat ini.

B. Tanggung )awab Pengangkut Udara dalam kasus iatuhnya Pesawat Air Asia QZ 8501

PenerbanganAirAsia Q28507 rute SurabayaSingapura yangmengalamimusibah, merupa-
kan penerbangan internasional yang iuga meng-ikuti ketentuan tentang tanggung jawab peng-
angkut udara. Dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 2009 yang dimaksud dengan angkutan
udara adalah setiap kegiatan dengan menggunakan pesawat udara untuk mengangkutpenum-
pan& kargo danr/atau pos untuk satu perialanan atau lebih dari satu bandar udara kti bandar
udara yang lain atau beberapa bandat udara. Sementara pengertian dari tanggung jawab peng-
angkut adalah kewajiban perusahaan angkutan udara untuk mengganti kerugian yang diderita
oleh penumpang dan/atau pengirim barang serta pihak ketiga.

Dalam kasus Air Asia QZ 850'J.,, untuk dapat menetapkan siapa yang harus bertanggung
jawab ada hal penting yang harus diketahui tentang prinsip-prinsrp tanggung jawab pengangkut.
Prinsip tanggung iawab dalam bidang hukum pengangkutan menurut Ordonansi Peng-
angkutan Udara ada tiga macam yaitu,

1. Prinsip tanggung iawab atas d.asar kesalahan (tiability baseil on fault principle).

Bahvra setiap pengangkut yang melalcukan kesalahan dalam penyelenggaraan pengangktrtan
. harus bertangrrng iawab membayar segala kerugian yang timbul akibat kesalahan itu.

Pihak yang menderita kerugian wajib membuktikan kesalahan pengangkut. Beban pem-
buktian ada pada pihak yang dirugikan, bukan oada oengangkut. Prinsip ini dianut dalam
Pasal 1365 BW tentang Perbuatan Melanggar Huktrm (cnrecntmatigdad).PadaPasall367 BW,
tanggungiawab hukum kepada qrant yang mencierita kerugian tidak iranya terbatas kepada
perbuatan sendiri, melainkan juga terhadap perbuatan, karyawan, pegawaL agerL perwaP.ilan-
nya apabila meninrbulkan kepada oran$'lain, sepanjang orang tersebut bertindak sesuai

' dengan tugas dan kewajiban yang dilelankan kepada orang terse-but.

, Tanggmg j'awab atas dasar kesalahan harus memenuhi 2 unsur, yaitu:

a. Ada kesalahan (faulil dan kerugian (damnges)

Kerygran tersebut harus ada hubunganya dengan kesalahan, oleh karena itu perusahan
selaku pengangkut tidak ber-tanggung jawab, demikian pula ada kesalahan

tidak menim-bulkan kerugian, maka perusahan penerbangan iuga tidak bertang-
Dalam konsep ini beban pernbuktian ada pada korban.

pembuktian dan besaran ganti rugi
dany'atau pengirim barang sebagai korban yang menderita kerugian

adanya kesalahan pengangkut atau perusahaan penerbangan, ada
tesebut akibat darikesalahan, maka perusahan penerbangan harus

yang diderita oleh penumpang dan/atau pengirim barang.

hukum berdasarkan kesalahan kedudukan para pihak adalah
kemampuan saling membuktikan kesalahan pihak yang lain.

praduga (presumption of liability principle)

sejak Konvensi Warsawa 1929. Menuruf prinsip
pengangkut demi hukum harus membayar

dan/atau pengirim barang tanpa dibuktikan
dapat membuktikan
ganti kerugian itu.2

tidak bersalah, maka dia

2 H.K Martonq
h.13.

Intetnasional ilan Nasional, Radjawali press, Iakarta 2013,
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Di dalam pasal468 ayat2 KUHD (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang) Indonesia juga

menganut prinsip praduga bersalah, yaitu 'Apabila barang yang diangkut itu tidak di-
serahkan sebagian atau seluruhnya atau rusak, pengangkut bertangg.ag jawab mengganti
kerugran kepada pengirim, kecuali jika dia dapat membuktikan bahwa tidak diserahkan
sebagian atau seluruh atau rusaknya barang itu karena peristin'a yang tidak dapat dicegah
atau tidak dihindari terjadinya"

Dalamprinsip pradugabeisalah (presumptionof liabilty) terdapatunsur-unsur sebagaiberikuh3

a. Beban Pembuktian Terbalik

Konsep tanggung jawab bersalah yang harus membuktikan adanya kesalahan adalah
perusahan penerbangan yang disebut denganbeban pembuktian terbalik atau pembuktian
negatif. Apabila perusahan penerbangan, termasuk karyawan, pegawai, agen, atau
perwakilanya dapat membuktikan tidak bersalah, maka perusahan penerbangan bebas

tidak bertanggung jawab dalam arti tidak akan membayar ganti rugi yang diderita oleh
penumpang dan/atau pengirim barang.

b. Tanggung fawab Terbatas

Sebagai konsekuensi konsep tanggung jawab hukum praduga bersalah maka perusahan
peperbangan demi hukum bertanggung jawab tarrpa dibuktikan lebih dahulu secara
hukuut n.unun demikian tanggung iawab perusahan penerbangan terbatas jumlah ke-
rugran yang ditetapkan dalam konvmsi irttemasional atau perafuran perundang-undangan
yangberliku. Berapapun kerugian yangdiderita oeh penumpang tidakakanrnemperoleh
ganti rugi seluruhnya.

c. Perlindungan llukum
Tanggr.urg iawab praduga bersalah mengangap perusahan bersalah tanpa dibuktikan ter-
lebih dahulu, nErmun demikian perusahan penerbangan iuga bethak unhrk melindungi diri.

d. Ikut Bersalah

Perusatran penerbangan tidak hanya dapat melindungi diri tetapi perusahan penerbangan
juga dapat mernbuktikan bahwa penumpang dan/atau pengirim barang juga ikut rne-
iakukan kesalahan.

Prinsip presumption of liabilty juga dapat ditemukan dalam pasal 6 Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor 77 Tahun 20L7 yang berbunyi:

,.,; (1)Pengangkut dibebaskan dari tuntutan ganti kerugian terhadap hiiangnya barangber-
harga atau barang y{rg berharga milk penumpang yant disimpan di dalam bagasi
tercataL kecualipada satpelaporankeberangkatan (check-in), penumpangtelah menyaia-
kan dan menunjukan bahwa oi dalam bagasi tercatat terdapat barang berharga atau
barang yang berharg4. dan peng-angkut setuju untuk mengangkutnya.

(2)Dalam hal pengangkut menyetujui barang berharga atau barang yang berharga di
dalam bagasi tercatat diangkut sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), pengangkut
dapat meminta kepada penumpang untuk mengasuransikan barang tersebut.

3. Prinsip tanggung iawab mutlak (absolute lic,bility principle).

Prinsip dari absolute liability adalah pihak pengangkut harus bertanggung jawab atas setiap
kerugian yang timbul dalam pengahgkutan yang diselengarakanya tanpa keharusan pem-
buktian ada tidaknya kesalahan pengangkut. a Pihak korban atau ahli waris tidak perlu mem-
buktikan kesalahan dari maskapai penerbangan, tetapi otomatis memperoleh ganti mgi Para
penumpang atau keluarga penumpang atau ahli waris cukup memberitahu bahwa menderita
kerugran akibat jatuhnya pesawat udara atau orang dan barang-barang dari pesawat udara,
seperti yang terjadi pada jatuhnya pesawat Air Asia QZ 8501 tujuan Surabaya Singapura
pada tanggal 28 Desember 2074kemarin.

t lbid, h. 43.
r Abdulkadir Muhammad, Hukwn Pengangkutan Niaga, Citra Aditya Bakti" Bandung, 1998.h. 56.
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Prinsip tanggung jawab multak pengangkut juga diatur dalarn Undang-Undang nomor 1

tahun 2009 tentang penerbangan pada pasal 14 yang mengatakan:

"Pengangkut bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang karena bagasi
tercatat hilang, musnah, atau rusak yang diakibatkan oleh kegiatan angkutan udara selama
bagasi tercatat berada dalam Pengawasan pengangkut."

Tanggung jawab pengangkut terhadap bagasi tercatat dimulai sejak pengangkut menerima
bagasi tercatat pada saat pelaporan (&eck-in) sampai dengan diterimanya bagasi tercatat oleh
penumpang sebagaimana hal in termuat dalam pasal 18 Ayat (2) Peraturan Menteri Perhu-
bungan No. 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Udara

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 juga memberikan pengertian dan tanggung
jawab pengangkut dan penanganan secara terpisah antara bagasi tercatat dan bagasi kabin
beserta. Upaya Tanggung ]awab Pengusaha Angkutan Udara Jika Penumpang tidak Men-
dapatkan Pelayanan Berupa Keterlamt atan ]adwal dan Thnggtmg Jawab Terhadap Kerusakan
dan Kehilangan Barang DalamAngkutan Udara Angkutan Udara. Proses penyelesaian sengketa
melalui negosiasi pihak yang bersengketa melakukan perundingan secara langsung tanpa
perantara pihak.

Dalam hal terjadi suatu kecelakaan seperti kasus Pesawat Air Asia QZ E50i, maka pihak
pengangkut mutlak harus bertanggung jawab, sehingga dipakai prinsip absolut liability. Prinsip
tanggung iawab mutlak menetapkan bahwa maskapai selalu bertanggung jawab atas kerugian
yang timbul selama penerbangan, dan tidak hergantung pada ada tidaknya unsur kesatahan di
pihak maskapai. Kecuali dalamhd kerugiirn yang disebabk"n oletr keterlambatan, dengan syarat
maskapai hams membuktikan bahwa keteiiambatan itu disebabkan oleh faktor oraca dan telnis
operasional, sebagaimana diatur di Pasal 145 Undang-Undang No. 1 tahun 2W9.

Menurut i{ikmahanto dalam hukum udara, ganti rugi wajib lanpung diberikan oleh per-
usahaan penerbangan tanpa perlu dibuktikan kesalahan ada pada siapa. Hal ini dikenal dengan
tanggung jawab mtitlak (strict liabilitil.s Pihak maskapai v.'ajib bertanggung jawab secara hukum
untuk memberikan pertanggungan kepada Penumpang.

Pada dasarnya apabila terjadi kecelakaan, penerbangan maskapai bertanggung iawab atas
kematian atau luka-luka yang diderita penumpang; hilang, musnah, atau rusaknya barang
yang diangku! dan keterlambatan angkutan penumpang dany'atau barang (bagasi atau kargo)
yang diangkut apabila terbukti hal tersebut merupakan kesalahan pengangkut, sebagaimana
diatur di Pasal 141., '/..44, dan 145 Undang-Undang No. 1 tahun 2009. Tanggung jawab sebagai
pengangkut terhadap penumpang menurut pasal141 Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 Tentang
Penerbangan adalah pengangkut bertanggung jawab atas kerugian penumpang yang me-
ninggal dunia cacattetap luka-l'-rka, yang diakibatkan kejadian angkutan udara di dalam pesawat
danr/atau naik turun pesawat udara.

C. Perikatan yang teriadi dalam perianjian Pengangkutan pada kasus Air Asia
Apabila dilihat dalam kasus penerbangan pesawatAirAsia QZ 8501 rute Surabaya Singapura

pada tanggal 28 Desember 2014, terdapat beberapa aspek perikatan yang terjadi. Beberapa
perikatan yang timbul tersebut diantaranya adalah:

1. Perikatan antara penumpang dengan perusahaan penerbangan, yaitu terjadinya perjanjian
pengangkutan antara penumpang dan pengangkut yaitu maskapai Air Asia.

2. Penumpang dengan perusahaan asuransi, yaitu terjadinya perjanjian azuransi antara penum-
pang Air Asia dengan tambahan pembayaran premi asuransi untuk penerbangan tersebut,
apabila sebelum terbang penumpang membeli asuransi perjalanan tambahan (include dalam
pembelian tiket).

3. Perusahaan penerbangan dengan perusahaan asuransi, yaifu perjanjian asuransi terhadap
risikoyang mungkin terjaditerhadap suatuperistiwa tidakpasti, misalnya terjadinya kecelakaan.
Perjanjian astrransi antara perusahaan penerbangan dengan perusahaan azuransi ini merupa-

5 http://www.hukumonline.com/'berita/baca/lt54ace60ff1a9b/hikmahanto-tragedi-airasia-perlu-perhatikan-sejumlah-
perianjian-internasional, diakses tanggal 7 lwi 2015.
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kan pengalihan risiko (transfer risk) yang mungkin terjadi terhadap peristiwa tidak pasti,
namun tetap tidak menghilangkan tanggung jawab perusahaan penerbangan itu sendiri
apabila terjadi suatu peristiwa yang tidak diinginkan ierjadi. , -

4. Perikatan penumpang dengan perusahaan asurans! yaitu perjanjian asuransi yang dilakukan
oleh penumpang secara pribadi. Perjanjian ini merupakan perjanjian asuransi yang dilakukan
oleh penumpang jauh sebelum melakukan perjalanan pengangkutan ini, jadi merupakan
asuransi pribadi perseorangan.

Ad,1. Perikatan antara penumpang dengan perusahaan penerbangan, yaitu teriadinya per-
ianiian pengangkutan antara penumpang dan pengangkut yaitu maskapai Air Asia.

Perjanjian pengangkutan udara adalah suatu perjanjian antara seorartg pengangkut udara
dan pihak penumpang atau pihak pengirim udara, dengan imbalan bayaran atau suatu prestasi
lain. Dalam arti luas suatu perjanjian angkutan udara dapat merupakan sebagian dari suafu
perlanjian pemberian jasa dengan pesawat udara.

Berdasarkan rumusan perjanjian pengangkutan udara di atas maka dapat disimpulkan
bahwa dalam suatu perjanjian pengangkutan udara harus terdapat beberapa urtflrr diantaranya
adanya para pihak atau subjek hukum, adanya alat atau sarana pengangkut, adanya prestasi
yang harus dilaksanakan oleh pengangkut, kemudian adanya kewajiban ritembayar ongkos
atau biaya pengangkutan. Dalam hal ini antara pihak penumpang dengan pengangkut yaitu
Air Asia telah terja.ti perjanjian pengangkutan.

Ad. 2. Penumpang dengan perusahaan asutansi, yaitu terjadinya perianjian asuransi antara
penumpang Air Asia dengan tambahan pembayaran premi asuransi untuk pener-
bangan tersebut, apabila sebelum terbang penumpang mernbeli asurarrsi perialanan
tambahen (include dalam pembelian tiket).

Asuransi disini sifatnya tidak waiib (opsional). Sifaturya sukarelia yang <iapat dipilih oleh
penumpang yan9 akan berangkat ke ternpat tujuan pada saat membeli tiket atau pada saat
penumpang masuk bandara.

AirAsia juga bekerja sama dengan PTAsuransi Dayin Mitra bagi penumpang yang membeli
asulansi perjalanan melalui AirAsia sebagai asuransi pilihan pribadi penumpang.Dalam kasus
Air Asia dari 155 penum-pang Air Asia ada 25 orang yang membeli asiiransi Dayin Mitra,
terdapat 25 orang penumpangyang melakukan penutupan asuransi perjalanan secara opsional.
Ahliwaris penumpang berhak mendapatkan santunan sesuai ketentuan dalam polis. Dari
jumlah tersebut sebanyak L0 orang yang mernbeli polis asuransi one way dengan sarrtunan
sebesar Rp 750 jttta. Sisanya 15 penumpang membeli asuransi retum dengan santrrnan sebesar

Ad.3. Perusahaan penerbangan dengan perusahaan asuransi, yaitu perianjian asuransi
terhadap risiko yang mungkin teriadi ter-hadap suatu peristiwa tidak pasti, misalnya
terj adinya kecelakaan.

Kecelakaan pesawat Air Asia tak hanya menelan korban manusia, melainkan juga badan
,. pe&W€t: Rupanya, pihak maskapai pun berhak mendapa&an klaim azuransi atas kerugian yang

dideritanya akibat kehancuran armadanya itu. Pada tahun 1911, Inggris mulai mengenal asuransi
jenis ini yang diterbitkan oleh perusahaan Lloyd's of London. Sayangny+ setahun kemudian
perusahaan menghapusnya karena cuaca buruk yang mmgakibatkan kecelakaan pesawat benar-
benar terjadi.

Tahr:n 7929,baruLah terbit aturan mengenai syarat, kondisi, dan pembatasan mengenai per-
' tanggungjawaban asuransi pesawat terbang melalui Konvensi Warsawa. Konwensi Montreal

merupakan rujukan hukum internasional yang digunakan dalam pengumsan asuransi pesawat
terbang. Menurut Konvensi Montreal besar nilai penggantian pesawat sama seperti peraturan
asuransi kendaraan biasa. Besar klaim ini dihitung dari harga pesawat dan kemampuan per-
usahaan reasuransi penjamin polis.

AirAsia mendapatkan perlindungan untuk badan pesawat, jiwa penumPan& serta pihak
ketiga baik barang dan jiwa dari PT Asuransi ]asa Iirdcresia (]asindo) yang melakukan co-azuransi
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dengan PT Asuransi Sinar Mas.6 AirAsia akan mendapat klaim armadanya dari pihak jasindo

sebagai penanggun g aaiation hull insurance atau asuransi untuk rangka pesawat. Bentuk
tanggungan tersebut dapat berupa penggantian uang tunai atau rangka pesawat baru. Namun,

Jasindo tak sendiri dalam menanggung klaim asuransi AirAsia. Asuransi pesawat itu sendiri
memang cukup rumit karena melibatkan banyak pihak tidak hanya satu perusahaan asuransi
saja dari dalam tetapi juga asuransi luar negeri.

Untuk asuransi pilot dan kru pesawat AirAsia QZ 8501 menjadi tanggung jawab pihak
maskapai bersama asuransi yang telah bekerja sama dengan AirAsia. Perusahaan asal ]erman
Allianz Global Corporate & Specialty UK sebelumnya sudah mengkonfirmasi akan menjadi iead
reinsurer untuk AirAsia, untuk pesawat dan asuransi pertanggungan'1,62 orang yang berada
di dalamnya.T

Ad.4. Perikatan penumpang dengan perusahaan asuransi, yaitu perianiian asuransi yang
dilakukan oleh penumPang secara pribadi

Penumpang korban Air Asia bisa saja memiliki asuransi pribadi, misalnya asuransi jiwa,
yang tentunya ahli waris dapat mengajukan klaim juga kepada perusahaan asuransi y*g
diikud oleh korban Air Asia. Diantaranya PTAsuransi ]iwasraya menyatakan dari nama dan data

155 penumpang AirAsia Q28501 yang iatuh pada Minggu 28 Desember 2014 terdapat dua
penumpang yang diidentifikasi sebagai nasabah produk asuransi jiwa perusahaan pelat merah
tersebut. Disebutkan satu korban yang sudah dipastikan nasabah |iwasraya itu akan men-
dapatkan nilai pertanggungan lebih dari Rp100 iuta. "Nilai tertanggungnya lebih dari Rp100
juta, penumpang tersebut membeii polis azuransi melalui bark (banussurana).8

Korban Air Asia lain adalah nasabah AXA Mandiri terdapat 5 orang. total klaim yrar.g telah
dipenuhi AXAMandiri kepada empat nasabah korban Air Asia ialah Rp 1,49 miliar, terdiri atas

Rp 1,38 miliar untuk jenis polis creciit life protection- dan Rp 111 juta untuk jenis polis unit link.e

PT Asuransi |iwa Sequis Life (Sequislife) siap membayar klaim sebesar Rp. 10.450 Miliar
kepada ahli waris dari musibah pesawat Air Asia Indonesia Q28507. Tercatat ada 15 pemrmpang
yang merupakan nasabah Sequislife'lo

Pihak asuransi lainnya yang nasabahnya juga turut menjadi korban Air Asia QZ85Ol adalah
Sinarmas MSIG Life. Sinarmas MSIG Life menyatakan telah membayarkan klairr. asuransi
kepada korban kecelakaan Air Asia Q7f,50l senilai total Rp 48 miliar. Adapun uang pertanggungan
atas nama 7 nasabah yang menjacii korban akan segera diserahkan secara langzung kepada ahli
waris yang berhak. Ictujuhnya merupakan pemegang polis perorangan dari berbagai produk asuransi

terbitan Sinarmas MSIG Life dan telah merjadi nasabah loyal iauh sebelum musibah terjadi.li

Diantara penullrpang yang menjadi korban Air Asia QZ 8501 ada yang merupakan Tenaga
Kerja Indonesia (IT(I) yaitu Yuni Indah TKI asal Ponorogo dan Yuni Astu$ TKI asal Blitar ]awa
Timur. Mcrteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri menyerahkan santunan dan asuransi sebesar
Rp 80 ]uta kepada ahli waris Almarhumah Yuni hdah, seorang TKI yang menjadi korban musibah
jatuhnya pesawat Air Asia QZ85C1 pada 28 Desember 2014. Santunan sebesar 80 juta yang
diberikan kepada ahli waris Almarhumah Yuni lndah terdiri dari santunan biaya pemakaman
Rp 5 |uta dari Kementerian Ketenagakerjadn dan asuransi TKI sebesar Rp 75 fi*adari konsorsium
aiuransi Mitra TKI. Yuni Indah merupakan TKI yang bekerja di Singapura. Dia pulang ke
Ponorogo seliama satu bulan untuk menikmati masa cutinya sebelum akttimya kembali ke Singapura
dengan menumpang pesawat Air Asia. 12 Santurian asuransi ini merupakan irak bagi semua

5http://wwwvaria.id/2015/OU08/perusahaan-asuransi-siapbayar-klaim-korban-airasiaf diakses t".gg.l 7 Juni 2015.
7 lbid.
! http://www.klftpositif.q{,rn/news/read/15725lpt-asuransi-jiwasrayadua-korban-airasia-nasabah-kami.html diakses

:::fl,libnlj*t1rnno.*lr""On" wsl2otulo3ltolo87648577laxa-mandtui-cairkan-asuransi-korban-air-asia.rp-1-38-mtliar,
diakses tanggal 7 |uni 2015'

10 http'.//wwwsequislife.com/qnewsroony'press-roomdetail.htmV6S/Sequislife-SiapBayar-Klaim-ke-Ahli-Waris.Air-Asi+

tr http:/beritaterkini.perpr.rs.web.id/id/read/201510Ln/451109@lSldnarmas-msig-life-bayar-klaim-korban-airasia-rp4-
8-miliar, ?tiatses tanggal T luni 2015.

t2 http://www.tribunnews.com/regional/2015/03/25/tki-korban-airasia-q28501-terima-azuransi -rp-7ijt*a, diakses tanggal
7 lluni 2015.
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TKI yang beke$a di luar negeri dengan mengikuti prosedur dan ketentuan resmi yang telah
ditetapkan pemerintah.

Selain azuransi tersebut di atas, di dalam ketenfuan penerbangan domestik dan Intemasional
korban kecelakaan pesar{at dapat diberikan iaminan asuransi sebagai berikut:

1 . Dalam Konvensi Montreal setiap penumpang melalui ahli warisnya akan mendapat santunan
dalam 2 (dua) tahap yaitu tahap pertama sebesar 100 SDR atau sekitar Rp 1,77 milyar.
Sesuai ketentuan tersebut hak tersebut waiib diberikan. Tahap kedua akan diberikan peng-
gantian sebagai bentuk itikad baik maskapai. Hal ini dapat diberikan iika perusahaan/
maskapai lalai sehingga menyebabkan terjadinya kecelakaan yang menimbulkan korban.
Salang tndonesia belum ikut dalam perjanjian Internasional ini, sehingga ahliwaris korban
Air Asia QZ 8501 tidak akan mendapatkan santunan berdasarkan Konvensi Monheal.

2. Sesuai ketentuan IJU Nomor 33 tahun 1964 jo. PP Nomor 17 tahun 1965 setiap penumpang
angkutan umum baik dara! laut dan udara diberikan santunan bila rnengalami kecelakaan.
Untuk penerbangan udara berlaku bagi penumpang domestik dan terjadwal dmgan santunan
Rp 50 juta yang diberikan kepada ahliwaris korban. Secara yuridis asurarsi penerbangan per-
tama kali diarur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 196.1 Tentang Dana Pertdnggungan
Wajib Kecelakaan Penumpang. yaitu pada Pasal 3 yang menyatakan: (1) a. Tiap penumpang
yang sah dari kendaraan bermotor umum, kereta api, pesawat terbang penrsahaan pener-
bangan nasional dan kapal pet-usahaan perkapalary'pelayaran nasional, wajib membayar
iuran meLalui pengusaha/pemilik yang bersangkutan untuk menutup akibat keuangan di-
sebabkan kecelakaan penumpang dalam perjalanan. c. Iuran waiib tersebut pada sub a di
atas digu.nakan untul( mmggai.ti kerugian berhut'ung dengan: I. kematian, da..r IL cacat
tetap, xkibat dari kecelakaan PenumPant.
I.-etentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 di atas dipertcgas kembali dalam
Undang-Un lang Nomor 15 Tahun 1992 sebagaimana dinyatakan pada Pasal 4T menyebu&an,
"Setiap olar.g atau badan hulum yang mengoper.rsikan pesawat udara wajib mengasuransi-
kan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasai 43 dan Pasal 44 Ayal l. Ber-
dasarkan ketentuan di atas maka perusahaan pener-bangan walib untuk mengas.:ransikan
penumpang yang menggunakan iasa transportasi udara. Dalam peiaksanaannya ketentuarr-
ini dilaksanakan oleh perusahaan penerbangan dengan r.encantumkannya di dalam tiket
pesawt bahwa penunipang telah diasuransi melalui PT Asuransi |asa Raharja.

Selanjutnya dapat dikemukakan bahwa ur.dang-undang hanya menyebutkan tentang ke-
wajiban pemsahaan penerbangan untuk mengasuransikan tanggwrg ja',vabnya sedangkan ke-
tentuan mengenai besaran nilai sanhrnan di atur didalara peratrran pelaksanany+ yaitu diatur
dalam Feraharan Menteri Keuangan IJOMOR: 37 EMK.010 /2008 Tentang Besaran santtrnan
dan iuran wajib dana pertangtungan kecelakaan penumpang alat angkut penumpang umum
di darat, sungai/danau, ferry/penyeberangan, laut, dan :rdara. Pada Pasal 3, dinyatakan:
(1) Penumpang yang menjadi korban akibat kecelakaan selama berada di d-alam angkutan

penumpang umum di udara atau ahli warisnya berhak memperoleh santunary

(2) tsesar santur,an sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan sebagai berikut:

a. Ahli waris dari penumpang yang meninggal dunia berhak memperoleh santunan
sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)-

b . Penumpang yang mengalami cacat tetap berhak memperoleh santunan yang dihihrng
berdasarkan angka prosentase sebagaimana ditetapkan dalam pasal 10 ayat (3) Per-
aturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan
Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang dari besar santunan meninggal .

dunia sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

c. Penumpang yang memerlukan perawatan dan pengobatan berhak memperoleh peng-
gantian biaya perawatan dan pengobatan dokter paling besar Rp 25.000.000,00 (dua
puluh lima juta ruPiah)'
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ketentuan di atas maka dapat dinyatakan )umlah santunan kepada penumpang
t udara yang meninggal karena kecelakaan pesawat adalah; pertama, sebesar

yang diperoleh dari PT Asuransi Jasa Raharja, ya:tu Rp 50.000.00000 (lima puluh
rupiah), dasamya setiap penumpang telah membayar iuran kepada ]asa Raharja yang

meleka t pada harga tiket pesawat); kedua, ditambah jumlah tuntutan penumpang/ahli waris
kepada perusahaan penerbangan. Sedangkan santunan dari PT Asuransi fasa Raharja untuk
korban yang mengalami luka-luka yang memerlukan perawatan dari dokter, diberikan
biaya perawatan maksimal sebesar Rp 25.000.000{dua puluh lima juta rupiah).

Perlu diketahui bahwa sesuai Peraturan Menteri Keuangan No.3ZPMK.010/ 2008 tentang
besaran santunan wajib kecelakaan angkutan darat sungai, laut dan udara dan UU nomor
1 tahun 2009 tentang penerbangary santunan diberikan kepada penumpang yang mengalami
kecelakaan untuk rute perjalanan dalam negeri yang terjadwal. Untuk penerbangan inter-
nasional tidak ada komponen iuran wajib Jasa Raharja di dalam tarif pesawat yang dibayar-
kan penumpangr termasuk haLrya dalarn penerbangan Air Asia Q28501, Surabai'a Singapura
28 Desember 2014.ts Memperhatikan kasus kecelakaan pesawat Air Asia Q28501 dengan
rute tujuan Singaourai maka sesuai ketentuan yang berlaku, sudah dapat dipastikan bahwa
kasus kecelakaan yang menimpa pesawat Air Asia Q28501 adalah diluar jaminan Jasa Raharj+

' karena Jasa Raharja tidak premi pada Air Asia, jadi tidak bisa dijamin sebagaimana no premi,

no insuiance, no claim,

3. Besamya Sanhrnan dari perusahaan penerbangart atau pertgangkut, berdasarkan UU Nomor
1 tahun 20C9 tentang Penerbangan yang diatur lebih laniut dalam Peraturan Menteri Per-
hubungan No. 77 tahun 20i1 tentang Tanggungiawab Pengangkut Angkutan Udara yang
mengatakarr "Pengangkut yang mengoperasikan pesawat bertanggung jawab atas kerugian
terhadap:

a. penumpang yang meninggal dunia, cacat teta;, atau luka-luka

b. hilang atarr rusaknya bagasi kabin'

Pada pasal 3 mewajibkan perusahaan membenkan santunan sebesar Rp 1,25 milyar bagi
korban yang meninggal dunia. Sehingga dapat dikatakan ahli waris korban Air Asia akan
mendapatkan santunan sesuai dengan ketentuan tersebut yang mengacu pada Peraturan
Mentri Perhubungan nomor 77 tahun 2011.

D. PENUTUP

Kesimpulan
Kasus kecelakaan yang terjadi pada penerbangan Pesawat Air Asia QZ 8501 rute Surabaya

Singapura pada tanggal28 Desember20'14, membuat 162 penumpang dan kru pesawatmeninggal
dunia maka Air Asia selaku pengangkut bertanggung jawab secara penuh, baik dalam hal penye-
lesaian klaim asuransi yang dituntut oleh pihak korban, maupun ganti rugi terhadap barang-
barang milik korban. Prinsip tanggung jawab mutlak menetapkan bahwa maskapai selalu ber-
tanggung jawab atas kerugran yang timbul selama penerbangan, dan tidak bergantung pada
ada tidaknya unsur kcsalahan di pihak maskapai.

Aspek perikatan yang terjadi antara Air Asia (pelaku usaha jasa penerbangan) dengan
pentrmpang (konsumen penerbangan) menjadi sesuatu yang sangat penting. Beberapa aspek
perikatan yang muncul dalam kasus Air Asia QZ 8501 adalah perikatan antara penumpang
dengan perusahaan penerbangan, yaitu terjadinya perjanjian pengangkutan antara penumpang
dan pengangkut yaitu maskapai Air Asia perjaniian tambahan yang mengikuti perjanjian peng-
angkutan dengan pembelian premi asuransi perialanan untuk penerbangan tersebuf perjanjian
pengalihan risiko atau perianjian asuransi antara perusahaan penerbangan dengan perusahan
asuransi pe{anjian asuransi personal pribadi yang dibuat penumpang dengan perusahaan asuransi.

B Media Asr.rransi, lasa Raharja Tiilak Menanggung Santunan Air Asia QZ 8507, Edisi 289, Februari 2015, tahun )O(XV
h. 33.
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Saran

Air Asia selaku pengangkut wajib bertanggung jawab secara penuh, baik dalam hal penye-
lesaian klaim asuransi yang dituntut oleh pihak korban, maupun ganti rugi terhadap barang-
barang milik korban. Untuk itulah Air Asia harus *"ng.r-prlkan aata-Jata dari ifili *urlt
untuk mengidentifikasi korban-korban yang bertujuan untuk hak-hak ahli waris atas asuransi
yang diberikan oleh pihak Air Asia selaku pengangkut kepada keluarga korban.

Perikatan yang dibuat oleh penumpang setidaknya diwujudkan dengan itikad baik dari
pihak pengangkut maupun pihak azuransi untuk bertanggung jawab atas musibah yang terjadi
dengan mempernudah proses penyelesaian asuransi oleh pihak ahli waris. Proses pemberian
santunan dan ganti rugi segera diberikan kepada pihak ahli waris oleh pihak pengangkut
maupun perusahaan asuransi dengan dibantu oleh pihak pemerintah yang mengawasi jalannya
proses tersebut.
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